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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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P E N E T A P A N

Nomor 0718/Pdt.P/2016/PA.PRA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

                Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  telah

menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan

Wali Adhol,  yang diajukan oleh:

NUR  MUJAHIDAH,  AMd.Keb binti ARIF, umur   23 tahun,  agama  Islam,

pendidikan D.III.  pekerjaan -, tempat tinggal di  Dusun Kebun Sirih, Desa

Pemepek, Kecamatan  Pringgarata, Kabupaten  Lombok  Tengah

selanjutnya disebut sebagai  “ Pemohon ”

 Pengadilan Agama tersebut;-------------------------------------------------------------------

Setelah membaca berkas perkara;------------------------------------------------------------

DUDUK PERKARANYA

          Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15

Februari  2016, mengajukan Permohonan Wali Adhol,  yang telah terdaftar di

Kepaniteraan  Pengadilan Agama Praya  ,dengan  Register Nomor

0718/Pdt.P/2016/PA.PRA.,  mengajukan hal-hal sebagai berikut :-------------------

1. Bahwa Pemohon  adalah anak kandung dari  ARIF bin  ISHAKA,  umur  49

tahun,  pekerjaan  swasta,  bertempat  tinggal  di  Dusun  Kenanga,  Desa

Kenanga,  Kecamatan Bolo,  Kabupaten Bima,  yang dalam hal  ini  disebut

sebagai Wali Nikah Pemohon ;-----------------------------------------------------------

2.   Bahwa  Pemohon  telah  berpacaran  selama  12  bulan  dengan  LALU

SUKARIYADI, SH. bin LALU JALALUDIN ( calon suami Pemohon ), umuur

34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, bertempat

tinggal  di  Dusun  Kebun  Sirih, Desa  Pemepek, Kecamatan  Pringgarata,

Kabupaten Lombok Tengah ;---------------------------------------------------------------

3. Bahwa Pemohon sekarang telah selarian dengan LALU SUKARIYADI, SH.

bin  LALU JALALUDIN  (  calon  suami  Pemohon  )  sejak  4  bulan  dengan

maksud untuk membina rumah tangga bahagia dalam ikatan perkawinan  ;--
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4. Bahwa maksud baik  Pemohon tersebut tidak direstui bahkan dipersulit oleh

Wali Nikah  Pemohon ( ARIF bin ISHAKA ) karena LALU SUKARIYADI, SH.

bin LALU JALALUDIN ( calon suami Pemohon ) atau keluarga calon suami

Pemohon karena calon suami Pemohon  tidak punya pekerjaan tetap dan

Wali  Nikah  Pemohon  tidak  mau  menikahkan  Pemohon  dengan  orang

Lombok,  meskipun  pihak  keluarga  calon  suami  Pemohon  (  LALU

SUKARIYADI, SH. bin LALU JALALUDIN )  telah melakukan sejati selabar

sebanyak 4 kali, akan tetapi Wali Pemohon tidak mau memberikan wali ;-----

5. Bahwa antara Pemohon dan LALU SUKARIYADI, SH. bin LALU JALALUDIN

( calon suami Pemohon )  sudah sama – sama cinta dan bertekad untuk

sehidup semati untuk berumah tangga dalam suatu perkawinan dan tidak

mau dipisahkan ;-------------------------------------------------

6. Bahwa LALU SUKARIYADI, SH. bin LALU JALALUDIN sebagai calon suami

Pemohon,  sanggup  menjamin  nafkah  lahir  dan  bathin    Pemohon

sebagaimana layaknya tanggung jawab seorang suami terhadap isterinya,

karena/meskipun LALU SUKARIYADI,  SH.  bin  LALU JALALUDIN (  calon

suami Pemohon )  belum memiliki mata pencaharian tetap ;----------------------

7. Bahwa Pemohon dan LALU SUKARIYADI, SH. bin LALU JALALUDIN          (

calon suami Pemohon )  sanggup untuk menerima segala akibat hukum dari

perkawinan ini ;---------------------------------------------------------------------------

8. Berdasarkan hal-hal  tersebut  di  atas,   Pemohon mohon agar perkawinan

antara Pemohon dengan LALU SUKARIYADI,  SH. bin  LALU JALALUDIN

( calon suami Pemohon ) tersebut dilangsungkan dengan menyatakan Wali

Nikah Pemohon tersebut Adhol dan memerintahkan kepada Kepala Kantor

Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Pringgarata selaku Wali  Hakim untuk

menikahkan  Pemohon  dengan  LALU  SUKARIYADI,  SH.  bin  LALU

JALALUDIN  ( calon suami Pemohon ) tersebut, untuk itu Pemohon tersebut

mohon  kepada Ketua  Pengadilan  Agama  Praya  Cq.  Majelis  Hakim

memanggil  Wali  Nikah  Pemohon,  kemudian  memeriksa  perkara  ini,

selanjutnya  berkenan  menjatuhkan  penetapan  yang  amarnya  berbunyi

sebagai berikut :-------------------------------------------------------------------------------

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;----------------------------------------------

2. Menyatakan Wali  Pemohon tersebut Adhol  ;-------------------------------------

3. Memerintahkan  kepada  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  (  KUA  )

Kecamatan  Pringgarata  untuk  menikahkan  Pemohon  dengan  LALU
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SUKARIYADI,  SH.  bin  LALU  JALALUDIN  (  calon  suami  Pemohon  )

tersebut ;-------------------------------------------------------------------------------------

4. Membebankan  biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;-------------

Subsidair :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ;

     Bahwa pada hari persidangan  yang telah ditetapkan, Pemohon  hadir di

persidangan;----------------------------------------------------------------------------------------

             Bahwa kemudian   sebelum dilangsungkan pemeriksaan di muka

sidang,  pihak Pemohon  menyatakan  bermaksud mencabut permohonannya,

karena  Wali  Nikah  Pemohon  sudah  bersedia  memberi  wali/sudah  mau

menikahkan Pemohon  dengan LALU SUKARIYADI, SH. bin LALU JALALUDIN

( calon suami Pemohon ) tersebut ;----------------------------------------------------------

      Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini,  maka segala hal-ihwal

yang termuat dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan perkara ini merupakan

bagian yang tidak tidak terpisahkan dari penetapan  ini;--------------------------------

                                   PERTIMBANGAN  HUKUMNYA

          Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon  adalah

sebagaimana terurai tersebut  di atas;--------------------------------------------------------

           Menimbang, bahwa maksud  Pemohon  yang menyatakan  bermaksud

mencabut perkaranya  yang telah diajukan di Pengadilan Agama Praya  dapat

dipertimbangkan oleh Majelis ;-----------------------------------------------------------------

          Menimbang,  bahwa  permohonan  Pemohon  untuk  mencabut

permohonannya  ini  dilakukan sebelum materi  perkaranya diperiksa di  muka

sidang ;-----------------------------------------------------------------------------------------------

          Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan  tersebut

di atas,  maka   maksud    Pemohon  mohon  untuk mencabut perkaranya

tersebut dapat  dikabulkan dan kemudian Majelis  perlu  menyatakan bahwa

perkara  ini selesai karena   dicabut;----------------------------------------------------------

          Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

undang No. 3 Tahun 2006, Jo. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, tentang

perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, tentang Peradilan

Agama,  segala  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini  dibebankan  kepada

Penggugat ;------------------------------------------------------------------------------------------

           Mengingat ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989,

yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006,

Jo.  Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009,  tentang perubahan kedua atas
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Undang-Undang  No.  7  Tahun  1989,  tentang  Peradilan  Agama dan   segala

peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan  perkara

ini;------------------------------------------------------------------------------------------------------

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon  untuk mencabut perkaranya;------------

2. Menetapkan, bahwa perkara Nomor  0718/Pdt.P/2016/PA.PRA.  dicabut;-----

3. Membebankan  kepada  Pemohon   untuk  membayar   biaya  perkara  ini

sebesar Rp. 335.000,-( tiga ratus tiga puluh lima  ribu rupiah ) ;----------------

       Demikian dijatuhkan Putusan ini pada hari Senin tanggal 14 Maret

2016  Masehi   bertepatan  dengan  tanggal  6 Jumadil Akhir 1437  Hijriah oleh

Majelis  Hakim  Pengadilan  Agama   Praya  dengan  susunan

DRS. H. TAUFIQURROHMAN, SH.MH. sebagai  Ketua Majelis,  Hj. MUNIROH,

S.Ag.  SH. dan  SYAFRUDDIN, S.Ag.  MSI. masing-masing  sebagai   Hakim

Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan  dalam  persidangan  yang

dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

oleh masing-masing  Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  AMIRUDDIN, SH.

sebagai  Panitera  Pengganti,   dengan  dihadiri  Pemohon  dan  calon  suami

Pemohon ; -------------------------------------------------------------------------

 

Ketua Majelis

Drs. H. TAUFIQURROHMAN, SH.MH.

 
     

  Hakim Anggota,  Hakim Anggota,

                  

  Hj. MUNIROH, S.Ag. SH.                      SYAFRUDDIN, S.Ag. MSI.

 Panitera Pengganti,

            

            AMIRUDDIN, SH.
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Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya  Pendaftaran  Rp.     30.000,-

2. Biaya Proses Rp.     50.000,-

3. Biaya Redaksi Rp.       5.000,-

4. Biaya Panggilan Pemohon Rp..     94.000,-

5. Biaya Panggilan Wali Rp.    150.000,-

6. Biaya Meterai Rp.       6.000,-

 J u m l a h Rp.   335.000,-   

      ( tiga ratus tiga puluh lima  ribu rupiah )
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